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STRUKTUR ORGANISASI PDSPK
PERMENDIKBUD	NOMOR	11 TAHUN	2015



Permendikbud	Nomor	79/2015
Bab	IV,	Pasal	11	Ayat	6

a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean
referensi satuan pendidikan;

b. Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi
peserta didik;

c. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan
pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan

d. Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi
yayasan yang memiliki satuan pendidikan.

Data	Referensi	untuk nomor	identitas	yang	terverifikasi dan
tervalidasi keabsahannya meliputi:

Penerbitan nomor identitas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh PDSPK.

PENGELOLAAN DATA REFERENSI



Pendataan dilakukan secara manual	dan
masing2	daerah melakukan pendataan

(belum menggunakan sistem)

Pendataan kodifikasi
“DAPODIK”	NISN,	NPSN,	NSS	

NUPTK	padatiweb

DAPODIK,	Padati,	LI,	
PAS,	BOS,	LIDI

DAPODIK dan
Padamu Negeri

DAPODIK

<2006

2006-2011

2008-2012

2013	- 2014

s.d sekarang

Kebutuhan data	belum
menjadi prioritas

Penomoran Entitas data	dan
Statistik pendidikan (BPKLN)
dan PMPTK

Pengembangan system	
pendataan Oleh masing-
masing Direktorat Mengarah
ke data	indivdual

Mengkerucut Pada 2	
sistem pendataan

Satu istem pendataan
terpadu

KRONOLOGIS	PENGEBANGAN	SISTEM	PENDATAAN	
KEMENDIKBUD



DAPODIK
Data	Pokok	Pendidikan-Kebudayaan

Merupakan	Sistem	Pengelolaan	Data	
Pendidikan	dan	Kebudayaan	yang	
Terintegrasi,	untuk	menunjang	Tata	
Kelola	Data	dan	Informasi	yang	

terpadu.	

DATA POKOK PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN

SATU	DATA
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Menurut fungsi



DAPODIK	adalah suatu konsep pengelolaan Data	
Pendidikan yang	bersifat Relational	dan
Longitudinal,	sehingga program-program	
pembangunan pendidikan dapat terarah dan akan
mempermundah dalam menyusun perencanaan,	
monitoring	dan evaluasi pembangunan pendidikan
dalam rangka peningkatan Mutu Pendidikan yang	
Merata dan Tepat Sasaran.	

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah
terpenuhinya SPM	dan SNP	dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan
tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan
yaitu:

1.	PTK	(Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
2.	Satuan Pendidikan
3.	Peserta Didik,	dan
4.	Substansi Pendidikan.

Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan
harus tergambarkan atau didukung dengan Data	
Pokok Pendidikan yang	sama sumbernya.

Acuan Program	Pembangunan/Pembinaan

Sumber Data	yang	sama
(DAPODIK)

EMPAT	BAGIAN	PENTING	KONSEP	DASAR	DAPODIK

Empat Jenis data	(Tiga Entitas Data	&	Substansi Pend.)

Program	Pembangunan/Pembinaan

KONSEP	MASTER	DATA	POKOK	PENDIDIKAN



PENGUMPULAN
PENGELOLAAN DATA
(QUALITY	CONTROL) PENDAYAGUNAAN DATA

• Integrasi
• Verifikasi-Validasi
• Kompilasi
• Analisis/Protret

Pendidikan

Masing-masing
Direktorat Jenderal
• PAUD	DAN	

DIKMAS
• DIKDASMEN
• KEBUDAYAAN

• Perencanaan
Program/Pembinaan
Pembangunan	Dikbud

• Sertifikasi dan Tunjangan
• Monitoring	Program
• Evaluasi Program
• Penelitian

Satuan
Pendidikan

SUMBER	DATA

Feedback (Dalam	rangka	pembinaan)

Untuk mendapatkan data	yang	sahih sesuai dengan kondisi di	lapangan dan menjaga
kualitas data,	disusun tiga tahapan yang	dikelola oleh unit	yang	berbeda:
1. Tahapan pengumpulan
2. Tahapan Pengelolaan (Quality	Control)
3. Tahapan Pendayagunaan

Didalam alur Data dan Informasi, Data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui Sekretariat
masing-masing, kemudian diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik
Pendidikan (PDSP), yang selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-
program pembinaan untuk pembangunan.

Dengan penekanan bahwa semua data harus berangkat dari data:
1. INDIVIDUAL LEMBAGA (SATUAN PENDIDIKAN)
2. INDIVIDUAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3. INDIVIDUAL PESERTA DIDIK.

PUSAT	– Provinsi	- Kab/Kota

ALUR	SISTEM	PENGELOLAAN	DATA	DIKBUD



Lembaga	(Satuan	Pendidikan	+	Kebudayaan	+	Kebahasaan)

PAUDdikmas/
GTK

Dikdasmen/
GTK

Kebudayaan Bahasa

Data	Mart

Data	Warehouse

Operational	
Data	Store

(ODS)

Referensi

• NPSN
• NISN
• NUPTK
• NPYP
• Wilayah

UNESCO	dll

K/L	Lain

Unit	Lain

Kab-Kota

• Kompilasi
• Proses	Sinkronisasi
• Proses	Integrasi
• Proses	Verifikasi
• Proses	Validasi

Proses	Pendayagunaan
• Perencanaan
• Analisis
• Monitoring-Evaluasi	

Business	
Intelligence

Provinsi+LPMP

KONFIGURASI	PENGELOLAAN	DAPODIK



Sekolah Sekolah Sekolah

Direktorat	
Dikdasmen
(Sekretariat)

Pusat	Data	dan	
Statistik	

Pendidikan
dan	Kebudayaan

(PDSPK)

Provinsi	/	LPMP

Sekolah

Direktorat	
PAUD	
Dikmas

(Sekretariat)

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

Pemanfaatan	
Data	untuk	
Program

Sertifikasi,
Tunjangan,	dll

Data	Dasar	
Bantuan Verivikasi	

dan	Validasi

Statistik

PENGALIRAN ARUS DATA YANG TERINTEGRASI



KONSEP DATA BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI
1. DATA	BERKUALITAS	YANG	TERINTEGRASI
2. PENGEMBANGAN BACKBONE KE	DAERAH
3. PENGEMBANGAN SIMPUL-SIMPUL SISTEM	QUALITY	CONTROL	DATA	

YANG	TERINTEGRASI
• DI	PUSAT
• DI	PROVINSI
• DI	KABUPATEN	KOTA

VERTIKAL

ProvinsiPusat Kab-Kota Satuan Pendidikan

1. Data	Kelembagaan;
2. Data	Peserta Didik;
3. Data	Ketenagaan;
4. Data	Proses	Pembelajaran;
5. Data	Kewilayahan.

Terintegrasinya	Data	Warehouse	Pusat dan Daerah	melalui	pengembangan	
Backbone	dapat mewujudkan terintegrasinya program-program	

pembangunan	Pusat dan Daerah.



BAN-SM

BIDIKMISISNMPTN

KEMENAG

UN

BOS

REHAB

KIP
TN2K

TUNJANGAN	GURU

Ijasah

Kemdikbud

Data	
warehouse

Untuk	meningkatkan	kualitas	data	dengan	mengintegrasikan	data	transaksi	dalam	
Satu	Mekanisme	Pengelolaan	Data

Lainnya

HORIZONTAL

KONSEP DATA BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI



D
(incremental)

BIRO	KOMUNIKASI	DAN	
LAYANAN	MASYARAKAT	

(BKLM)	

DIREKTORAT	JENDERAL
TERKAIT

SISTEM	JARINGAN	(PUSTEKKOM)SISTEM	PENDATAAN	
PENDIDIKAN

Multi-Snapshot (Periodik)

SISTEM	
DATAWAREHOUSE
KEMDIKBUD	(PDSPK)

ANALYTICAL	TOOLS
INFORMASI

STRATEGIS	&	PELAPORAN
INFORMASI	
STRATEGIS	&	
PELAPORAN

Kebudayaan

1. Melayani kebutuhan data pendidikan kepada Pimpinan;
2. Intervensi program yang dilakuka Kemendikbud;
3. Penyusunan program setiap tahunnya (t+1);
4. Alat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program t-1;
5. Alat evaluasi hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan
6. ...

Internal
Eksternal

ALUR PENDAYAGUNAAN DATA DAN INFORMASI



TANTANGAN DALAM 
PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

4. Kurangnya	sosialisasi	ke	masyarakat	
tentang	makna	dan	tujuan	data	
yang	terintegrasi

1. Lamanya	proses	pengumpulan,	pengolahan,	
dan	analisis	data	untuk	dijadikan	statistik

2. Perbedaan	persepsi,	infrastruktur	pendukung,	dan	
kompetensi	SDM	tentang	pengelolaan	data	terintegrasi	
antara	pengelola	data	di	Pusat	dan	Daerah

3. Belum	optimalnya	koordinasi
antar	Kementerian	dan	Lembaga



B
VERIFIKASI DAN VALIDASI

DATA REFERENSI



Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 

B.1



Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal satuan pendidikan (Sekolah)
yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya dan memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan.

NPSN merupakan kode pengenal yang ditetapkan oleh PDSPK dan diberikan kepada satuan
pendidikan (Sekolah) berdasarkan pada SK Operasional yang dikeluarkan oleh unit/lembaga
yang berwenang, yaitu (kondisi tahun 2016):

1. PAUD Dikmas oleh Kantor Dinas Kabupaten dan Kota
2. Dikdasmen (SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) oleh Kantor Dinas Kabupaten Kota
3. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan

melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
4. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan

melalui Direktorat Jenderal masing masing (sesuai dengan jenjang pendidikan)
5. Sekolah di bawah Kementerian Lain oleh Kementerian yang membawahinya.

PENGERTIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL 
(NPSN)

Definisi:

Penggunaan NPSN dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam
pengelolaan data satuan pendidikan dan memastikan legalitas (produk
hukum) oleh unit berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan:



1. Mengisi formulir pengajuan NPSN	baru ke Disdik Kabupaten/Kota;
2. Bagi Sekolah Negeri,	diajukan oleh Dinas Pendidikan setempat;
3. Bagi Sekolah Swasta,	harus melengkapi SK	pendirian sekolah;
4. Melengkapi dengan SK	ijin operasional/Ijin prinsip untuk NPSN	sementara;
5. Menyertakan photo:

a. lokasi yang	memperlihatkan tanda/identitas sekolah
b. Tampak bangunan sekolah utuh.

6. Khusus bagi PKBM	diperlukan NILM;

SYARAT DAN FORMULA NPSN

Syarat-Syarat:

NPSN terdiri atas 8 digit secara acak sehingga tidak terkait dengan status,
jenjang dan jenis pendidikan, wilayah, dan yang lainnya. NPSN diterbitkan 4 X
24 Jam dengan asumsi seluruh persyaratan lengkap dan dipenuhi oleh pihak
pengusul

Formula:

Bagi lembaga pendidikan yang	akan mengajukan NPSN,	
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



MEKANISME PENGAJUAN NPSN KEMENDIKBUD



MEKANISME PENGAJUAN NPSN KEMENAG



Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

B.2



1. Nomor Induk Siswa Nasional adalah,	
kode pengenal identitas siswa yang	
bersifat unik, standar dan berlaku
sepanjang masa yang	dapat
membedakan satu siswa dengan siswa
lainnya di	seluruh sekolah Indonesia	
dan Sekolah Indonesia	di	Luar Negeri;

2. Nomor Induk Siswa Nasional	(NISN)	
diberikan kepada setiap peserta didik
yang	bersekolah di	satuan pendidikan
yang	memiliki NPSN	dan terdaftar di	
Referensi Kemendikbud.	

3. Untuk satuan pendidikan non	formal,	
pemberian NISN	diprioritaskan kepada
siswa yang	akan mengikuti Ujian
Nasional

PENGERTIAN 
NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN)



FORMULA PENOMORAN NISN

Terdiri atas 10 digit angka
dengan format:  xxxyyyyyyy
XXX      :  3 digit terakhir tahun kelahiran
yyyyyyy :  7 digit selanjutnya berupa nomor
acak

Catatan: 
Bagi siswa yang telah memiliki NISN tapi 3 digit
pertama tidak sesuai dengan tahun kelahiran
maka NISN tetap valid, namun data siswa yang
bersangkutan bisa diubah.



PERSYARATAN PENERBITAN NISN

1. Peserta Didik tercatat dalam Sekolah/Lembaga penyelenggara
pendidikan yang	sudah mempunyai NPSN/NILEM	dan terdaftar di	
Referensi Kemendikbud;

2. Peserta Didik mengisi formulir/instrument	peserta didik yang	telah
disediakan oleh Sekolah/Lembaga penyelenggara pendidikan sesuai
dengan kondisi sebenarnya dan lengkap;

3. Operator	sekolah mengentry data	peserta didik ke aplikasi Dapodik
4. Operator	sekolah tersebut sudah terdaftar di	Jaringan Pengelolaan

Data	Pendidikan (sdm.data.kemdikbud.go.id)
5. Melalui aplikasi vervalpd operator	sekolah melakukan verifikasi dan

validasi data	peserta didik (Panduan aplikasi vervalpd dapat
didownload pada laman sdm.data.kemdikbud.go.id	menu	Panduan)



MEKANISME	PENERBITAN	NISN	2017

Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan



MEKANISME	PENERBITAN	NISN	2017

Kementerian Agama
Pendidikan Islam



MEKANISME	PENERBITAN	NISN	2017

Kementerian	Agama,
Bimas	Pendidikan	Kristen	dan	Katholik

Form	A-1



FORMULIR	A-1

………,………….20…
Kepala Sekolah,

(	Nama Jelas )



MEKANISME	PENERBITAN	NISN	2017

Lulusan Sekolah Dalam Negeri



MEKANISME	PENERBITAN	NISN	2017

Lulusan Sekolah Luar Negeri

Peserta Didik harus memiliki surat keterangan
penyetaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat
penyetaraan tersebut dikeluarkan dari Ditjen
Dikdasmen melalui Sekretariatan, yaitu Bagian
Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama.

Syarat



KEBIJAKAN	PENGELOLAAN	DATA	
REFERENSI	PESERTA	DIDIK

1.	Awal Oktober bagi peserta didik baru jenjang SD	Tingkat	1.
2.	Awal November	bagi peserta didik baru jenjang PAUDDikmas.

Batas	pengisian DAPODIK	untuk penomoran NISN	otomatis:
1.	Akhir September	bagi peserta didik baru jenjang SD	Tingkat	1.
2.	Akhir November	bagi peserta didik baru jenjang PAUDDikmas.

Penomoran NISN	otomatis dilakukan pada tahun ajaran berikutnya.

Penomoran
Otomatis

Batas
Pengisian

Melewati
Batas	

Pengisian

Surat	Edaran PDSPK	No.	31966/A/LL/2016,	tertanggal 27	Juni
2016



VERVAL DATA PESERTA DIDIK

A. OPERATOR	SEKOLAH

B. OPERATOR	DINAS	PENDIDIKAN	

KAB/KOTA/PROV

C. OPERATOR	PDSPK

SEKOLAH	DASAR	(SD)

SEKOLAH	MENENGAH	PERTAMA	(SMP)



B.3
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (NUPTK)



PERTIMBANGAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun
2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74
tahun 2008, tentang Guru;

5. Permendikbud Nomor 11 tahun
2015, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemendikbud;

6. Permendikbud Nomor 79 tahun
2015, tentang Data Pokok
Pendidikan.

1/3 



1. NUPTK  sebagai identitas bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang:
a. datanya sudah ada dalam Dapodik;
b. bertugas/mengabdi di satuan pendidikan yang ber-NPSN;
c. melakukan/mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
d. pendidik mengajar peserta didik di depan kelas/rombel dari satuan pendidikan yang 

ber-NPSN.
e. tenaga kependidikan membantu terselenggaranya proses pembelajaran dari satuan

pendidikan yang ber-NPSN
2. NUPTK identik dengan NISN yang sudah ada, dimana pemanfaatannya disesuaikan

dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing-masing unit kerja;

3. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan jalur formal 
maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada;

4. Penerbitan NUPTK menjadi kewenangan Setjen u.p. PDSPK;
5. Persyaratan diperlunak dari yang ada dan ditandatangani Sesjen;
6. Unit utama Pembina dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan

pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan, yang 
berlaku.

Berdasarkan Rapat dengan Bapak Sesjen, Dirjen Dikdasmen, dan Dirjen GTK Tanggal: 19 Juli 2017

PERTIMBANGAN HUKUM 2/3 



2016
2017

• Surat	Dirjen GTK	Nomor
14652/B.B2/PR/2015,	Tgl.	
28	Desember 2015

2018

• Peraturan Sekretaris
Jenderal Kemendikbud
Nomor:	1	Tahun 2018,	Tgl.	
23	Februari 2018

PELAKSANAAN PENGELOLAAN NUPTK 
KEMENDIKBUD 3/3 



TUJUAN & PRINSIP PENGELOLAAN NUPTK
KEMENDIKBUD

PRINSIPTUJUAN

a. meningkatkan	tata	kelola	data	
Pendidik	dan	Tenaga	
Kependidikan;

b. memberikan	identitas	resmi	
kepada	Pendidik	dan	Tenaga	
Kependidikan;	dan

c. memetakan	kondisi	riil	data	
Pendidik	dan	Tenaga	
Kependidikan	pada	Satuan	
Pendidikan

a. keadilan;

b. kepastian;

c. transparan;

d. akuntabel;

e. efektif; dan

f. efisien.



RUANG LINGKUP PENGELOLAAN NUPTK
KEMENDIKBUD

Penonaktifan

Penerbitan

Reaktivasi	 M
el
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ui
	si
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em
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da
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m
	ja
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ga
n

proses	pemberian	NUPTK	kepada	Pendidik	
dan	Tenaga	Kependidikan	sesuai	dengan	
peraturan	ini.

proses	pemberhentian	pemakaian	NUPTK	
oleh	Pendidik	dan	Tenaga	Kependidikan	
sesuai	dengan	peraturan	ini.

proses	mengaktifkan	atau	menghidupkan	
kembali	NUPTK	yang	sebelumnya	sudah	
berstatus	nonaktif	oleh	Pendidik	dan	
Tenaga	Kependidikan	sesuai	dengan	
peraturan	ini.



KETENTUAN UMUM

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(NUPTK) adalah kode referensi yang berbentuk
nomor unik bagi pendidik dan tenaga
kependidikan sebagai identitas dalam
menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di
bawah binaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

NUPTK sebagai identitas bagi GTK dalam
proses eksekusi pelaksanaan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan
maupun peningkatan mutu guru dan tenaga
kependidikan pada umumnya.

DEFINISI

KEBERMANFAATAN

1/2 



KETENTUAN UMUM 2/2 

Pendidik
guru dan pendidik lainnya pada Satuan
Pendidikan di bawah pembinaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tenaga	
Kependidikan

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
pendidikan.

Dinas
Pendidikan	

unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah bidang pendidikan.

Satuan
Pendidikan

kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur
formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.

PDSPK
unsur pendukung tugas Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di bidang data 
dan statistik pendidikan dan kebudayaan. 



FORMULA KODEFIKASI NUPTK 

1. Sifatnya datanya Numerik
2. Jumlah karakternya 16	digit
3. Unsur-unsur formula	(diacak):

a. tanggal	lahir :		2	digit
b. bulan	lahir :		2	digit
c. tahun	lahir	 :		3	digit
d. tahun	lulus	SD :		3	digit
e. jenis	kelamin :		1	digit

f. kode	generator:		1	digit	(0,1,2,3,	dst)
g. nomor	urutan :		4	digit

Kemendikbud:
1	=	Laki-Laki dan 2	=	Perempuan

Di	Luar Kemendikbud:
3	=	Laki-Laki dan 4	Perempuan



JENJANG VERVAL DAN PERSETUJUAN 
PENGELOLAAN NUPTK 

PDSPK

LPMP,	PP/BP-PAUD	dan	
Dikmas	atau	BPKLN	

Dinas	Pendidikan	atau	
Atdikbud	di	LN

Satuan Pendidikan



PERTIMBANGAN MELIBATKAN LPMP/BP 
PAUD-DIKMAS 

1. Perwakilan UPT	Kantor	Pusat di	daerah melalui LPMP	dan BP	
Paud-Dikmas sudah ada di	seluruh Provinsi;

2. Pengelolaan data	NUPTK	dapat menunjang program,	tugas,	
dan fungsi dari LPMP/BP	Paud-Dikmas itu sendiri;

3. Rentang kendali dan birokrasi tidak berfokus di	pusat,	akan
tetapi tersebar di	seluruh provinsi;

4. Beban	pemantauan dan pengendalian langsung lebih fokus
oleh LPMP/BP	PAUD-Dikmas;

5. Pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval)	dokumen usulan
penerbitan NUPTK	dapat dilakukan lebih fokus;

6. Kantor	Pusat dapat lebih berkonsentrasi pada penetapan
Norma,	Standart,	Prosedur,	dan Kriteria (NSPK)	dalam
pendayagunaan maupun pemanfaatan NUPTK;



PENERBITAN NUPTK 



TAHAP DAN SYARAT PENERBITAN NUPTK

a. sudah terdata dalam pangkalan data	
dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau
dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id.

b. belum memiliki NUPTK;	dan
c. telah bertugas pada Satuan Pendidikan yang	

memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional

TAHAP
A. penetapan calon penerima NUPTK; dan
B. penetapan penerima NUPTK.

A.		SYARAT	PENETAPAN	CALON

Ditetapkan	oleh	PDSPK	melalui	
vervalptk.data.kemdikbud.go.id

1/2 



TAHAP DAN SYARAT PENERBITAN NUPTK
a. Kartu	Tanda	Penduduk	(KTP);	
b. ijazah	dari	pendidikan	dasar	sampai	dengan	pendidikan	terakhir;
c. bukti	memiliki	kualifikasi	akademik	paling	rendah	diploma		IV	(D-IV)	atau	

strata	1	(S-1)	bagi	Pendidik	dan	Tenaga	Kependidikan	pada	Satuan	
Pendidikan	Formal;

d. bagi	yang	berstatus	CPNS/PNS	melampirkan:
1. Surat	Keputusan	(SK)	pengangkatan	CPNS/PNS;	dan	
2. Surat	Keputusan	(SK)	Penugasan	dari	Dinas	Pendidikan;

e. surat	keputusan	pengangkatan	dari	kepala	Dinas	Pendidikan	bagi	yang	
berstatus	bukan	PNS	yang	bertugas	pada	Satuan	Pendidikan	yang	
diselenggarakan	oleh	pemerintah	daerah;	dan

f. telah	bertugas	paling	sedikit	selama	2	(dua)	tahun	secara	terus	menerus	
yang	dibuktikan	melalui	surat	keputusan	pengangkatan	dari	ketua	
yayasan	atau	badan	hukum	lainnya	bagi	yang	berstatus	bukan	PNS	pada	
Satuan	Pendidikan	yang	diselenggarakan	oleh	masyarakat.

B.
	S
YA

RA
T	
PE

N
ER

IM
A	

Diterbitkan	oleh	PDSPK	melalui	
vervalptk.data.kemdikbud.go.id

2/2 



KETENTUAN LAIN PENERBITAN NUPTK 

Setiap	permohonan	
Penerbitan NUPTK	yang	
sudah	berstatus	diterima,	
diinformasikan		melalui	

laman	
gtk.data.kemdikbud.go.id/

Data/Status

Tahapan	Penerbitan	
NUPTK	dikecualikan	bagi	
Pendidik	dan	Tenaga	
Kependidikan	yang	

mengikuti	program	khusus	
dari	Kementerian	
Pendidikan	dan	
Kebudayaan.

A B



MEKANISME	PENERBITAN	NUPTK	GTK	KEMENDIKBUD

PROV/KAB/KOTA

Sebelum



MEKANISME	PENERBITAN	NUPTK	GTK	KEMENDIKBUD
Se
su
da

h

Keterangan:
1. Jumlah UPT	Pusat di	Daerah	untuk LPMP	à 34	Provinsi;
2. Jumlah UPT	Pusat di	Daerah	untuk BP-PAUD	&	Dikmasà 29	Provinsi (Kaltara,	DKI	Jakarta,	Babel,	Papua	Barat,	dan Kepri)



PENONAKTIFAN NUPTK 



KONSEP PENONAKTIFAN NUPTK

NUPTK yang telah diterbitkan dapat dilakukan
Penonaktifan

Prinsip

1. permohonan dari pemilik NUPTK;

2. tidak terdata sebagai pendidik atau tenaga
kependidikan, diantaranya:
a. beralih tugas dari jabatan;
b. beralih profesi;
c. meninggal dunia;
d. purna tugas;
e. lainnya…

Dikarenakan



PERSYARATAN PENONAKTIFAN NUPTK

1. pemohon mengajukan surat pernyataan
menonaktifkan NUPTK bermaterai dalam
bentuk cetak dan salinan digital kepada kepala
Satuan Pendidikan; 

2. NUPTK yang diusulkan harus atas nama
sendiri bukan atas nama orang lain; 

3. surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan
dalam bentuk salinan digital; dan

4. surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan
setempat dalam bentuk salinan digital.

NUPTK



SISTEM APLIKASI PENONAKTIFAN NUPTK

• Penonaktifan NUPTK dilakukan dalam
jaringan sistem aplikasi
vervalptk.data.kemdikbud.go.id

LAMAN

• Status NUPTK yang sudah nonaktif
diinformasikan melalui laman
gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status

STATUS



REAKTIVASI NUPTK



KONSEP REAKTIVASI NUPTK

Prinsip

NUPTK yang sudah berstatus
nonaktif dapat dilakukan
Reaktivasi NUPTK

Reaktivasi NUPTK dapat dilakukan
melalui permohonan dari Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Yang 
Bersangkutan



PERSYARATAN REAKTIVASI NUPTK

1. data pemohon sudah ada dalam data pokok
pendidikan;

2. NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas
nama orang lain;

3. mengajukan surat pernyataan mengaktifkan
NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk
cetak dan salinan digital kepada kepala Satuan
Pendidikan; 

4. surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan
dalam bentuk cetak; dan

5. surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan
dalam bentuk salinan digital.

NUPTK



SISTEM APLIKASI REAKTIVASI NUPTK

• Syarat reaktivasi NUPTK dilakukan dalam
jaringan dengan mengunggah ke sistem
aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id.

LAMAN

• Status NUPTK yang sudah dilakukan
Reaktivasi diinformasikan melalui laman
gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status

STATUS



MEKANISME	PENONAKTIFAN	NUPTK		KEMENDIKBUD

Sebelum

PERSYARATAN	DAN	KETENTUAN	PENONAKTLFAN	NUPTK	
1.	Guru	Kemendikbud

A. Pemohon mengajukan surat pengnonaktifan NUPTK	atas nama
sendiri kepada kepala sekolah;

B. NUPTK	yang	diusulkan untuk dinonaktifan bukan atas nama
orang	lain;

C. Pemohon menyampaikan alasan penonaktifan NUPTK;
D. Surat	pengantar dari Kepala Sekolah;
E. Surat	Persetujuan dari Disdik.



MEKANISME	PENONAKTIFAN	DAN	REAKTIVASI	
NUPTK		KEMENDIKBUD



LEVEL DALAN VERIFIKASI DAN VALIDASI 

A. OPERATOR	SEKOLAH

B. OPERATOR	DINAS	PENDIDIKAN	KAB/KOTA/PROV

C. OPERATOR	LPMP/BP-PAUD	DAN	DIKMAS

D. OPERATOR	PDSPK



Kewenangan 
Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan

C
(Permendikbud	Nomor	79/2015)



DINAS	PENDIDIKAN	PROVINSI/
KABUPATEN	DAN	KOTA

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas:
a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
b. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
c. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
d. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
e. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja

masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data
melalui Dapodik;

f. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung
program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan

g. Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk
mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan
pendidikan maupun tingkat daerah;

h. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah
kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara
berkala; dan

i. Menyediakan dan memelihara infrastuktur pendataan di tingkat dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota.



SATUAN	PENDIDIKAN

a. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik;
b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu semester;
c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi

Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan
d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang

dikirimkan.

Satuan pendidikan mempunyai tugas:



SATU	NUSA,	SATU	BANGSA,	
SATU	BAHASA,	DENGAN	SATU	DATA



EMAIL	PAK	BUDI	PURWAKA
budi.purwaka@kemdikbud.go.id
08129385488


